BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan bahwa hak warga masyarakat dalam menikmati listrik di

Kecamatan Posigadan belum terpenuhi sepenuhnya, dikarenakan :

1. Kurangnya kehandalan tindakan dari pihak PLN apabila terjadi gangguan
pada jaringan listrik, artinya masih minim para teknisi di lapangan yang
berkopetensi dalam bidangnya untuk menangani kerusakan atau gangguan
pada jaringan listrik. Dan juag tidak adanya pembangkit tenaga listrik
tersendiri, sehingganya masih terjadi pemadaman listrik dikarenekan
jangkauan jaringan listrik yang masih jauh. Sehingga hak masyarakat
dalam menikmati listrik tidak terpenuhi.

2. Tidak adanya upaya pemerintah Bolaang Mongondow Selatan dalam
memenuhi hak masyarakat dalam menikmati listrik. Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menerangkan
bahwa yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan
tenaga listrik yaitu pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan
perbatasan, tapi kenyataan dilapangan pemerintah daerah Bolaang
Mongondow Selatan belum merealisasikannya karena upaya pemerintah
hingga saat ini hanya penyediaan lahan saja dan belum melakukan kerja
sama dengan pihak PLN sehingganya hak masyarakat dalam menikmati

listrik belum terpenuhi terutama di Kec. Posigadan.
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5.2 Saran
Dalam hal ini peneliti mempunyai saran untuk dapat memenubhi
kebutuhan masyarakat dalam menikmati listrik. Diantaranya :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Boloaang Mongondow Selatan harus
berupaya dan bekerjasama dengan pihak PT.PLN untuk membuat atau
membangun pembangkit tenaga listrik. Di Kecamatan Posigadan tepatnya
di Desa Pilolahunga ada sungai yang bagus dimanfaatkan untuk membuat
Pembangkit Tenaga Listrika Air (PLTA), apabila pihak PT.PLN dan
Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan bisa bekerja sama maka
hak warga masyarakat dalam menikmati listrik bisa terpenuhi.

2. Pihak PLN kecamatan Posigadan harus lebih meningkatkan pelayanan
yang baik kepada masyarakat dan harus menambah pegawai PLN terutma
dibagian tekhnisi dan harus mempunyai kompetensi dibidang itu. Karena
kendala yang sering terjadi dilapangan adalah gangguan pada jaringan
listrik jadi apabila para teknisi yang berkompeten dibidang itru ada pasti
kendala tersebut bisa teratasi.

3. Masyarakat juga harus menyadari bahwa Bolaang Mongondow Selatan
adalah kabupaten yang baru sehingganya diperlukan kerja sama untuk
membantu pemerintah dan PLN agar sama-sama melakukan pengawasan

dan penjagaan terhadap perlengkapan PLN.
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Wawancara dengan Bpk Hasim Botutihe
Desa Tolutu Kec. Posigadan, Hari Selasa Tgl 15 Nov 2016, Pukul 09.45 Wita
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Wawancara dengan Bpk Ismail Mokoagow Desa Sinombayuga
Kec. Posigadan, Hari Selasa Tgl 15 Nov 2016, Pukul 14.20 Wita
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Wawancara dengan Bpk Amani Ladja
Desa Momalia Il Kec. Posigadan, Hari Rabu Tgl 16 Nov 2016, Pukul 08.10 Wita
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Wawancara dengan Bpk Samsudin Laginta
Desa Lion Kec. Posigadan, Hari Rabu Tgl 16 Nov 2016, Pukul 11.30 Wita
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Wawncara dengan kepala dinas DPPKAD Kab Bolmong Selatan
Bpk M.Arvan Ohi, S.Stp, Hari Senin Tgl 7 Nov 2016, Pukul 09.30 Wita
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Wawancara dengan Kepala PLN Rayon Kecamatan Posigadan
Bpk Briyan Potabuga, Hari Senin Tgl 14 Nov 2016, Pukul 08.45 Wita
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